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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Era reformasi di Indonesia telah melahirkan sebuah perubahan besar pada desain administrative dan kepemerintahan wilayah, selain pada sisi politik dan keuangan, perubahan itu berdampak luas juga pada eksistensi desa. Pemekaran daerah merupakan dinamika signifikan yang berlangsung pada fase Indonesia mengubah tatanan pengelolaan wilayah dari ciri sentralistik menjadi desentralistik. Dalam periode 1999-2008 desa dimekarkan dari 69.957 buah menjadi 75.378 buah dan pada awal 2011 bertambah lagi menjadi 78.198 unit[footnoteRef:1].  [1:  Darmawan Salman, Sosiologi Desa, Revolusi Senyap Dan Tarian Kompleksitas (Makassar: Ininnawa,2012) hlm. 24] 

 (
1
)Dinamika pemekaran desa di Indonesia yang mengubah tatanan pengelolaan wilayah dan pemerintahan juga terjadi di Desa Jipang yang melahirkan Desa Salajo. Dimana pada tahun 1966, setelah terbentuknya Kecamatan Bontonompo terjadi pertauran pemerintah dimana adanya pembentukan Lingkungan Gabungan antara Daerah Jipang, Salajo, Manjappai, Bate Gulung, dan daerah lain di Kecamatan Bontonompo yang pusat pemerintahannya berada di Daerah Jipang. Kemudian pada tahun 1989 terjadi pemekaran desa sehingga pada tahun tersebut Lingkungan Gabungan ini akhirnya pecah dan memisahkan diri masing-masing, dimana Salajo dan Manjappai berubah status menjadi Desa Persiapan dan pada tahun 1993 Salajo kembali berganti status menjadi Desa Definitif.
Luas wilayah yang menjadi cakupan Desa Jipang menjadi alasan yang cukup kuat untuk membentuk Desa Salajo menjadi desa definitif. Wilayah Desa Jipang yang terlalu luas secara tidak langsung memberikan dampak yang kurang efektif dalam menentukan program-program pembangunan desa serta besaran anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk Desa Jipang kurang memberikan kontribusi bagi masyarakat mengingat luasnya jangkauan wilayah Desa Jipang yang harus dibenahi.
Berdasarkan acuan, proses dan implementasi program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah melahirkan paradigma pembangunan yang dianggap kurang memperlihatkan aspirasi masyarakat.  Paradigma pembangunan ini akan berdampak pada implementasi proyek yang salah sasaran, tidak tepat guna dan ketidak tepatan antara perencanaan dan realisasi maupun sasaran yang hendak dicapai.
Sudah terdapat banyak kasus dan pengalaman yang kita temui, baik ditingkat pusat maupun daerah yang menggambarkan tentang ketimpangan-ketimpangan dari berbagai program dan proyek dalam pembangunan selama ini. Masyarakat yang merupakan salah satu sasaran utama dalam pembangunan, nyatanya tidak merasakan manfaat atas program pembangunan yang digalakkan. Dengan demikian maka pembangunan yang dilakukan selama belum memberikan hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dengan mudah dipahami sebagai akibat dari satu bentuk paradigma pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga aspirasi dan kepentingan mereka tidak terwakilkan.[footnoteRef:2] [2:  Ivanovich Agusta, Fujiartanto, Indeks Kemandirian Desa Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014) Hlm. 17] 

Kurang bijaksana jika diabaikan beberapa daerah atau wilayah, khususnya ditingkat pedesaan yang cukup potensial untuk menyokong program pembangunan tertentu, baik dari sumber daya alam (SDA) maupun kualitas sumber daya manusia (SDM). Potensi sumber daya alam misalnya, masih banyak yang bisa dikelola dan dikembangkan sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Banyak jenis tanaman atau pohon yang punya nilai ekonomis tinggi adalah salah satu potensi di daerah pedesaan yang dapat dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam konteks ini mereka hanyalah membutuhkan sentuhan-sentuhan sedikit saja dari pihak pengambil kebijakan dengan memberikan modal usaha atau bantuan teknologi sederhana, misalnya dengan begitu masyarakat sudah bisa mengembangkannya  secara sendiri, tanpa intervensi lebih jauh lagi dari pihak luar.
Demikian halnya dari segi sumber daya manusia, masyarakat di wilayah pedesaan memiliki keterampilan tekhnis pada pekerjaan yang digelutinya secara turun temurun yang terkait dengan pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan dan pertukangan serta sektor informal lain di wilayahnya. Tradisi gotong royong, kebersamaan dan solidaritas yang masih kental  di pedesaan juga merupakan satu kekuatan  dan potensi utama di pedesaan yang dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan, khususnya untuk pemberdayaan dan pengembangan diri mereka sendiri yang mengarah pada kesejahteraan hidupnya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Beranjak dari asumsi-asumsi diatas, maka perlu dirancang dan diwujudkan suatu model pembangunan masyarakat desa yang lebih partisipatif, sehingga secara komprehensif pembangunan tersebut mampu memberi solusi  dan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Walhasil dibutuhkan suatu model intensif program yang terpadu, terencana, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan adanya wilayah pedesaan yang dapat dijadikan tempat pengembangan model pembangunan ini. Hal ini harus dilakukan melalui suatu studi secara intensif dengan metode partisipatif, sehingga memungkinkan terkajinya secara rinci, mendetail dan menyeluruh baik masalah maupun potensi yang tersedia di wilayah/desa sasaran.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Sejarah Sosial Desa Salajo adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana asal-usul dan perkembangan Kampung Salajo sebelum terbentuknya menjadi desa?
2. Bagaimana dinamika ekonomi  , agama dan sosial budaya masyarakat Desa Salajo? 
3. Bagaimana perkembangan penduduk Desa Salajo?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada berbagai permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka ada beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Bagaimana asal-usul dan perkembangan masyarakat Salajo sejak terbentuknya desa persiapan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana dinamika sosial budaya, agama dan ekonomi masyarakat Salajo.
3. Untuk mengetahui Bagaimana perkembangan penduduk Desa Salajo.
D. Manfaat Penelitian
Adapun yang hendak diperoleh dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan gambaran tentang sejarah Desa Salajo
2. Memperkaya pengetahuan dan khasanah dalam penulisan sejarah
3. Sebagai bahan referensi sejarah dalam penelitian selanjutnya.
E. Batasan Masalah
Dalam memberikan uraian yang jelas dan tidak meluasnya penulisan dalam Proposal Penelitian ini, olehnya itu fokus untuk mengetahui Bagaimana assal-usul dan perkembangan masyarakat Salajo hingga tahun 2013, Bagaimana Kampung salajo diangkat menjadi desa definitif, dan Bagaimana perkembangan penduduk desa Salajo
Batasan temporal dalam penulisan proposal penelitian ini dimulai dari tahun 1993 hingga 2013, Tahun 1993 merupakan tahun dimana Kampung Salajo saat itu ditetapkan sebagai Desa Definitif. Sedangkan tahun 2013 ini saya ambil karena pada tahun tersebut merupakan pengalihan pemerintahan baru dan awal perubahan sosial di Salajo.
[bookmark: _GoBack]
